PUTUSAN
NOMOR 6/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1.1]

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada

tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan

oleh:

[1.2] 1. KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK (selanjutnya disebut

"KOMNAS ANAK?”), suatu lembaga independen perlindungan anak di
Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 6 bertanggal
17 Februari 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Ratih Gondo Kusumo,
S.H., yang beralamat dan berkedudukan di Jalan TB. Simatupang Nomor
33, Pasar Rebo, Jakarta Timur; dalam hal ini diwakili oleh DR. Seto
Mulyadi, dan Arist Merdeka Sirait, masing-masing sebagai Ketua Umum

dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama KOMNAS ANAK;
Selanjutnya disebut sebagai -----------=-=---==-=-mmsmommeme oo Pemohon I;

LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) Provinsi Jawa Barat yang
dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 bertanggal 27 Januari 2000,
yang dikeluarkan oleh Josanti Anggraini Gunawan tentang Pendirian
Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dan berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463/Kep.444-Bangsos/2008
bertanggal 11 Agustus 2008 yang beralamat dan berkedudukan hukum di
Bandung di Jalan Karang Tinggal Nomor 33 Bandung; dalam hal ini
diwakili oleh DR. dr Kusnadi Rusmil, Sp.A (K),MM, selaku Ketua;

Selanjutnya disebut sebagai ---------=-=-==-===-==mmsmom oo Pemohon II;



Ill. PERORANGAN ANAK INDONESIA, yang terdiri dari :

1. Alfie Sekar Nadia, warga negara Indonesia, umur 13 tahun, sesuai
dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 477/2216/A.1/Bul/1996 yang
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati I Bulungan
dalam hal ini diwakili oleh Drg. Nani Widayani M.Kes, umur 49 tahun,
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selaku Ibu
Kandung, dan Ir. Masyhud Nur, MM, umur 51 tahun, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, selaku Ayah Kandung, sesuai dengan Kartu
Keluarga N0.105106/99/12885 yang dikeluarkan oleh Kecamatan
Sereal Kota Bogor, yang dalam hal ini kesemuanya beralamat di Budi
Agung JI. Perdana K/1 Rt.008/003 Kelurahan Suka Damai Kota Bogor

Jawa Barat;

2. Faza Ibnu Ubaydillah, warga negara Indonesia, umur 17 tahun,
sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran N0.10507/1991, dalam hal ini
diwakili oleh Lisda Sundari umur 41 tahun, Warga Negara Indonesia,
pekerjaan lIbu rumah tangga, selaku lIbu Kandung, dan M. Ubaydillah
Salman, umur 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai
Swasta, selaku Ayah Kandung sesuai dengan Kartu Keluarga No.
04419/01.1009/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan
Cimanggis Kota Depok Jawa Barat yang dalam hal ini kesemuanya
beralamat di Griya Tugu Asri Blok C4/12 Rt.03/019 Kelurahan Tugu

Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------- Para Pemohon llI;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 November 2008,
memberikan kuasa kepada Muhammad Joni, S.H., M.H., Junaidi,
S.H., M.H., Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., Indrawan, S.H., M.H.,
Despi Yanti, S.H., dan Ariffani Abdullah, S.H. Kesemuanya Advokat
yang tergabung dalam Tim Litigasi Untuk Pelarangan Iklan,
Promosi dan Sponsorship Rokok, yang berkedudukan hukum di

Jalan TB. Simatupang Nomor 33, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13760;

Selanjutnya disebut -------------=msmmme oo Para Pemohon,;



[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;

Membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar keterangan Pemerintah;

Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon dan Pemerintah;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Pemerintah;

Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan
bertanggal 29 Januari 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada
tanggal 2 Februari 2009 dengan registrasi Nomor 6/PUU-VII/2009, dan telah
diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal 20 Februari 2009, yang diterima

di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Februari 2009;

[2.2] Menimbang bahwa para Pemohon tersebut di atas, di dalam

permohonannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Bahwa, Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI
Tahun 2002 Nomor 139) yakni ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang



Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yakni
Pasal 28B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945.

l. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN PENGAJUAN PERMOHONAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG
PENYIARAN, PASAL 46 AYAT (3) HURUF C, SEPANJANG MENGENAI
FRASA "YANG MEMPERAGAKAN WUJUD ROKOK” DALAM
PERSPEKTIF HAK ANAK

"Remaja hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok ..., pola perokok
remaja penting bagi Philip Morris”. (Laporan Penelitian Myron E. Johnson ke

Wakil Presiden Riset dan Pengembangan Philip Morris, 1981).

Demikian, wujud agresifitas industri rokok menjerat anak dan remaja,
sebagaimana dirilis dalam Lembaran Fakta (fact sheet) yang diterbitkan
WHO Indonesia & Departemen Kesehatan Republik Indonesia, bertitel
"Larangan menyeluruh iklan, promosi & pemberian sponsor”, Fact Sheet, No.
04/2/2004.

Inilah paradoks fakta-fakta bahwa anak-anak menjadi sasaran eksploitasi,

yang mengancam kesehatan dan kehidupan anak dan remajal.

Bahwa, secara psikologis anak-anak bukan orang dewasa dalam ukuran
kecil yang dapat dipersamakan perlakuannya dengan orang dewasa.
Dengan keadaan dan perkembangannya yang masih rentan maka anak-
anak membutuhkan topangan, sokongan, dan perlindungan pihak orang
dewasa dalam hal ini orangtua/keluarga, masyarakat, pemerintah dan
negara selaku pihak yang menjamin dan melindungi hak-hak anak.
Karakteristik anak-anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan
perkembangan atau mengalami proses evolusi kapasitas (evolving capacity)
selaku insan manusia (human being) tidak semestinya tumbuh sendiri
dibiarkan tanpa perlindungan orang dewasa sehingga anak-anak
membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua/keluarga, masyarakat dan
pemerintah serta negara selaku pembuat regulasi (regulator body),
pelaksana pemenuhan hak-hak anak (executive body) dan pengemban

kewajiban negara (state obligation).



Bahwa, dalam konteks kewajiban negara dan pemerintah menjalankan
pemenuhan hak-hak anak sebagai warga negara yang dijamin hak
konstitusionalnya dalam UUD 1945, maka anak-anak diakui secara
konstitusional mempunyai hak atas hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan
kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pengakuan, penghormatan dan jaminan serta perlindungan hak-hak anak
dimaksud merupakan realisasi dari kewajiban negara dan sekaligus
pemenuhan hak-hak kewarganegaraan sebagai suatu ‘penganugerahan hak-

hak sosial kepada rakyatnya’ (the granting of social rights).

[Edi Suharto, Ph.D., “Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik”, Penerbit
Alfa Beta, bandung, 2007, hal. 57].

Bahwa, dalam negara Republik Indonesia, perihal pengakuan,
penghormatan dan jaminan serta perlindungan hak-hak anak dimaksud
diterakan secara eksplisit dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945,
sehingga secara yuridis konstitusional absah dijalankan teradap anak-anak

Indonesia.

Selain alasan-alasan yuridis konstitusional dimaksud, terdapat berbagai
alasan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak yang bersesuaian

(conformity) dan menguatkan landasan yuridis konstitusional diatas, yaitu:

A. ALASAN-ALASAN MENGAPA ANAK MEMBUTUHKAN
PERLINDUNGAN

Bahwa, anak sebagai subjek warga negara dan subjek hukum yang
dilindungi UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan maka
keberadaan anak bukan hanya sekadar subjek yang merupakan urusan
privat atau urusan domestik atau keluarga, akan tetapi termasuk ke
dalam urusan publik (public domain) yang karenanya melibatkan peran
perlindungan negara dan pemerintah. Selain itu oleh karena kondisi
subjektif dan perkembangan serta pertumbuhan anak, maka beberapa
alasan subjektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan

perlindungan, yaitu:

(1) Biaya untuk melakukan pemulihan (recovery) akibat dari kegagalan

dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih



tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh

perlindungan;

(2) Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang
atas perbuatan (action) ataupun tidak adanya/dilakukannya

perbuatan (unaction) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya;

(3) Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam

pemberian pelayanan publik;

(4) Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai

kekuatan loby untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;

(5) Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses

perlindungan dan pentaatan hak-hak anak;
(6) Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan;

[Peter Newel, “Taking Children Seriously - A Proposal for Children’s
Rights Commissioner”, Calouste Gulbenkian Foundation, London, hal.
1].

Selain itu, dalam kaitan dengan kewajiban negara melindungi anak dan
pemenuhan hak anak sebagai hak asasi manusia-setidaknya beranjak

dari 3 (tiga) alasan sebagai berikut :

PERTAMA, situasi dan kondisi anak-anak di Indonesia yang masih rentan
dengan ancaman resiko dan bahkan sudah mengalami eksploitasi,
kekerasan, penyalahgunaan, penelantaraan, dan impunity. Rokok yang
terdiri atas zat nikotin, tar, dan zat karsinogenik, dan merusak kesehatan
dan ancaman kematian sudah merambah anak dan merenggut hak
hidup, hak kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang serta
perlindungan anak [Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun
1945]. Adanya berbagai iklan promosi rokok yang masih dibolehkan
dengan Pasal 46 ayat (3) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran (selanjutnya disebut “UU Penyiaran”) mendorong anak
dan remaja menjadi perokok pemula, yang telah mengakibatkan
terlanggarnya hak-hak konstitusional anak untuk mendapatkan manfaat
seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi

kesejahteraan ummat manusia (Pasal 28C ayat (1) UUD RI Tahun 1945),



dan hak setiap orang termasuk anak untuk memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungannya (Pasal 28F UUD RI Tahun
1945). Beberapa situasi anak yang terpengaruh dampak merokok antara

lain:
(1) PREVALENSI PEROKOK PEMULA MENINGKAT

Bahwa berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi (Susenas) Badan
Pusat Statistik (BPS) tahun 2001 dan tahun 2004 maka telah terjadi
peningkatan prevalensi anak-anak usia 15-19 tahun yang merokok
dari tahun 2001 (sebelum adanya UU Penyiaran) dibandingkan
dengan tahun 2004 (setelah adanya UU Penyiaran). Berdasarkan

data

Susenas tersebut diatas, terbukti prevalensi perokok kelompok umur
15-19 tahun pada tahun 2001 sebesar 12,7%, meningkat menjadi
17,3% pada tahun 2004. Selain itu juga terjadi penurunan usia inisiasi
merokok ke usia yang semakin muda, yakni pada kelompok umur 15-
19 tahun pada tahun 2001 mulai merokok (rata-rata) pada umur 15,4
tahun, tetapi pada tahun 2004 usia mulai merokok semakin muda

(rendah) yakni pada umur 15 tahun;
(2) PEROKOK ANAK MENURUT SURVEY GLOBAL

Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2006 yang
diselenggarakan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health
Organization) menunjukkan jika 24,5% anak laki-laki dan 2,3% anak
perempuan usia 13-15 tahun di Indonesia adalah perokok, dimana
3,2% dari jumlah tersebut telah berada dalam kondisi ketagihan

dan/atau kecanduan;

(3) SUSENAS BPS: PENINGKATAN PREVALENSI PEROKOK PEMULA
Adanya peningkatan anak-anak merokok pada usia dini terbukti dari
fakta dan data dari pertanyaan “pada umur berapa anda merokok?”,
diperoleh fakta (jawaban), orang/anak yang mulai merokok pada umur
5-9 tahun, pada tahun 2001 sebesar 0,4%, sedangkan pada tahun
2004 meningkat menjadi 1,7%. Jadi ada peningkatan anak-anak
merokok mulai usia 5-9 tahun sebanyak lebih dari 400%. Selanjutnya

orang/anak mulai merokok pada umur 10-14 tahun, pada tahun 2001



sebesar 9,5%, sedangkan pada tahun 2004 meningkat menjadi
12,6%. Kemudian, orang/anak merokok pada umur 15-19 tahun,
pada tahun 2001 sebesar 58,9%, sedangkan pada tahun 2004

meningkat menjadi 63,7%;

(4) IKLAN ROKOK YANG MANIPULATIF DAN BERMETAMORFOSA
DARI ZAT ADIKTIF DAN KARSINOGENIK MENJADI BARANG
NORMAL

Bahwa dengan adanya siaran iklan niaga promosi rokok (sebagai
suatu bentuk informasi maupun produk seni) yang justru tidak benar
atau setidaknya misleading, dimana kebenaran ilmiah dan fakta yang
sebenarnya bahwa rokok terdiri atas 4000 jenis zat kimia beracun dan
sebanyak 69 zat diantaranya bersifat karsinogenik, dan bersifat adiktif.
Hakekat maupun defenisi yuridis-formil siaran iklan niaga rokok yang
memang dimaksudkan untuk membujuk konsumen memakai rokok
yang bersifat adiktif dan mengandung zat karsinogenik, dalam
berbagai bentuk isi dan pesan iklan rokok, sudah bermetamorfosa dan
secara tidak disadari telah menelusup ke pusat kesadaran konsumen
(khususnya anak dan remaja), dimana iklan menggambarkan seakan-
akan merokok dicitrakan sebagai suatu yang normal atau biasa.
Sehingga tidak lagi dianggap zat berbahaya yang mengancam
kesehatan dan kehidupan, dan bahkan lebih dari itu merokok
dicitrakan secara curang (fraudulent) dan tidak adil, sebagai citra
“kejantanan”, “kegagahan”, “persahabatan”, “citra eksklusif’,

kebenaran yang “bukan basa basi”, dan lain-lain;

Padahal, yang sebenarnya konsumsi rokok tersebut baik secara fakta
empiris, ilmiah (scientific), maupun kebenaran formil-yuridis, sudah
tidak terbantahkan lagi mengakibatkan serangan penyakit kanker,
berbagai penyakit dan gangguan kesehatan, gangguan kehamilan dan
janin sehingga adanya rasional kausalitas atau causal verbant
menyebabkan timbulnya berbagai kerugian hak-hak konstitusional
setiap orang termasuk anak-anak yakni hak hidup, hak kelangsungan
hidup, dan hak tumbuh dan berkembang.



(5) IKLAN ROKOK YANG MENJERAT ANAK

Bahwa industri rokok dalam prakteknya kerap kali menggunakan
mekanisme subliminal advertising yaitu sebuah teknik mengekspose
individu (dalam hal ini adalah anak dan remaja) tanpa individu
tersebut mengetahui hal tersebut mengingat isi pesan (message
content) tersebut dilakukan secara berulang-ulang (terjadi repetisi)
yang pada akhirnya akan membentuk sebuah hubungan yang bersifat

kuat namun irrasional antara emosi dengan produk yang diiklankan.

[Presentasi Dr. Mary Lisa Japrie, “Iklan dan Anak”, disampaikan pada
workshop pembentukan Aliansi Total Ban, tgl. 29 Oktober -1
Nopember 2008, di Depok, diselesangarakan Komnas Perlindungan
Anak];

(6) MEROKOK MENYEBABKAN PENYAKIT

Bahwa, dari berbagai sumber laporan ilmiah tersebut telah
mengungkapkan aneka ancaman berbahaya dari kegiatan merokok
diantaranya, penyebab 90% kanker paru pada laki-laki dan 70% pada
perempuan; penyebab 22% dari penyakit jantung dan pembuluh darah
(kardiovaskular); penyebab kematian yang berkembang paling cepat
di dunia bersamaan dengan HIV/AIDS; dan sebanyak 70.000 artikel
ilmiah menunjukkan bahwa merokok menyebabkan kanker, mulai dari
kanker mulut sampai kanker kandung kemih, penyakit jantung dan
pembuluh darah, penyakit pembuluh darah otak, bronkitis kronis,

asma, dan penyakit saluran nafas lainnya;

[Tobacco Control Support Center (TCSC) — Ikatan Ahli Kesehatan
Masyarakat Indonesia (IAKMI), "Profil Tembakau Indonesia”, Jakarta,
2008, hal. 16];

(7) ROKOK ADALAH EPIDEMI GLOBAL

Berdasarkan catatan Badan Kesehatan Dunia (World Health
Organization), merokok merupakan penyebab kematian yang utama
terhadap 7 dari 8 penyebab kematian terbesar di dunia [WHO Report
on The Global Tobacco Epidemic, “M-Power Package”, 2008, hal 15].
Lebih dari itu, rokok yang sudah ditetapkan badan kesehatan sedunia
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(World Health Organization-WHO) sebagai epidemi global (global
epidemic) yang bukan hanya mengancam kesehatan dan penyebab
penyakit, namun yang paling mengerikan konsumsi rokok adalah

penyebab dari sampai 200.000 kematian setiap tahunnya.

[Sarah Barber; Sri Moertiningsih Adioetomo; Abdillah Ahsan; Diahhadi
Setyonaluri, "Ekonomi Tembakau di Indonesia”, Lembaga Demografi

Fakulas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 2008, hal. 12].

Terkait dengan global epidemic tembakau, WHO juga mencatat
terdapat tidak kurang dari 100 juta kematian akibat tembakau yang
terjadi pada abad ke 20, yang jika tidak dilakukan upaya pencegahan
akan meningkat drastis menjadi 1 milyar angka kematian akibat

tembakau pada abad 21.

[WHO Report on The Global Tobacco Epidemic, “M-Power Package”,
2008, hal 2 dan 4].

Oleh karena alasan dan data hasil studi ilmiah tersebut maka sudah
terbukti secara faktual maupun rasional kausalitas atau causal
verband munculnya kematian dan/atau ancaman kematian yang nyata
dan serius termasuk terhadap anak dan remaja, sehingga merupakan
fakta adanya pelanggaran HAK HIDUP, HAK KELANGSUNGAN
HIDUP, DAN HAK TUMBUH DAN BERKEMBANG yang tidak lain
adalah hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28A, Pasal 28B
ayat (2) UUD RI Tahun 1945.

KEDUA, sejumlah peraturan hukum dan konstitusional yang berlaku di
Indonesia sudah mengikat, dan karenanya mewajibkan negara
mengaktualisasikan perlindungan anak. Dalam UUD 1945 telah diatur
perlindungan anak (Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan
perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi”).
Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang berkenaan jaminan dan

perlindungan hak-hak konstitusional anak-anak termasuk Pasal 28A,
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Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28F UUD RI Tahun
1945 (“UUD 1945").

Bahwa ketentuan UUD 1945 tersebut merupakan hukum dasar (droit
constitutional; grundnorm), yang dalam negara modren merupakan
keputusan politik tertinggi sebagaimana dikemukakan Carl Schmit.
Terkait dengan hal itu, UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang ditinjau
dari prinsip negara berdasarkan hukum (rechtstaat) merupakan alat untuk
membatasi kekuasaan negara dan menjamin tegaknya hak-hak asasi,

sebagaimana dikemukakan Zippelius.

[Zippelius, “Allgemeine Staatlehre”, dikutip A.Hamid S. Attamimi.,
(disertasi), “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam
Penyelengaraan Pemerintahan Negara”, Universitas Indonesia, 1990, hal.
213].

Dan, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari jaminan konstitusi atas hak-
hak asasi warga negara dan sebagai jaminan politik tertinggi dalam
kerangka prinsip negara berdasarkan hukum (rechtstaat) yang
merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara dan menjamin
tegaknya hak-hak asasi, maka oleh pembuat undang-undang pada
tanggal 23 September 2002 mengesahkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut “UU
Perlindungan Anak”) yang memuat norma-norma hukum baru (new
norms) tentang jaminan hak-hak anak dan upaya-upaya perlindungan

anak, dengan mengacu kepada hak-hak konstitusional anak.

Bahwa hak-hak konstitusional dalam Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2),
Pasal 28C ayat (1), maupun Pasal 28F UUD 1945 tidak lain merupakan
hukum dasar yang diposisikan sebagai suatu keputusan politik tertinggi
(sebagaimana terminologi Carl Schmit) untuk menjamin, menghormati,
dan melindungi hak-hak konstitusional anak. Dengan demikian, paska
amandemen konstitusi yang diantaranya menghasilkan keputusan politik
tertinggi Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, maka hak-hak konstitusional anak
menjadi hukum dasar yang absah guna peningkatan standar pemenuhan
hak anak (to fulfill the rights of the child) dan perlindungan hak-hak anak

(to protect the right of the child), termasuk pemenuhan dan perlindungan
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hak-hak anak dari bahaya rokok dan atau merokok yang terbukti secara
factual, dan secara ilmiah, yang bahkan sudah merupakan pengetahuan
umum (public knowledge; notoire feiten) bahwa merokok sudah

mengancam hidup dan kehidupan, tumbuh dan berkembang.

Lebih jauh lagi, kebenaran bahaya merokok tersebut bagi manusia sudah
diakui dan merupakan kebenaran formil-yuridis sebagaimana Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 (selanjutnya disebut “PP Nomor
19/2003”) yang didalam Pasal 8 ayat (2) mengakui bahaya merokok
sebagaimana kewajiban membuat pesan pada kotak/bungkus rokok yang
berbunyi “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung,

impotensi dan gangguan kehamilan dan janin”.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 19/2003 tersebut merupakan
norma hukum (legal norm) yang mengakui bahaya merokok bagi
kesehatan dan ancaman bagi kehamilan dan janin. Oleh karenanya
bahaya merokok tersebut merupakan kebenaran faktual yang notoire

feiten, sekaligus merupakan curia novit ius (the court knows the law).

[Prof. Dr. Jimly Assiddigie, SH., “Konstitusi dan Konstitusionalisme
Indonesia”, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
RI, Jakarta, 2006, hal. 212; Marurar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi Indonesia”, Konstitusi Pers, Jakarta, 2005 hal 124-125];

Dengan demikian berbagai perbuatan dan kegiatan yang mengancam
hak-hak konstitusional anak dan remaja yang sudah dijamin UUD 1945
tersebut, terlebih lagi paska amandemen Kkonstitusi menjadi suatu
keputusan politik tertinggi untuk melindungi hak-hak anak, absah secara
yuridis konstitusional apabila berbagai norma hukum dalam undang-
undang yang inkonsisten dengan hak-hak konstitusional anak atau
melanggar hak-hak konstitusional anak diuji konstitusionalitasnya ke
Mahkamah Konstitusi RI.

Bahwa hal-hal di atas merupakan dasar pemikiran, landasan,
urgensi dari upaya konstitusinal PARA PEMOHON mengajukan
Permohonan Uji Materil atas UU Penyiaran [Pasal 46 ayat (3) huruf

c] sepanjang mengenai frasa “memperagakan wujud rokok”
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terhadap Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan
Pasal 28F UUD 1945.

KETIGA, adanya komitmen, keterikatan hukum dan politik Indonesia
sebagai masyarakat dunia internasional untuk mematuhi dan
mengharmonisasikan instrumen/konvensi internasional, termasuk dan
tidak terbatas pada Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (KHA) yang
sudah diratifikasi dengan Keppres No. 36/1990, dan Kovenan
Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang sudah diratifikasi
dengan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR) dengan UU Nomor 11 Tahun 2005.

Bahwa, dalam kedudukannya sebagai sumber hukum termasuk sebagai
sumber hukum tata negara, maka norma-norma yang ditentukan dalam
konvensi internasional justru sudah merupakan norma yang universal
(universal norms) yang diakui dan diyakini bangsa-bangsa beradab di
dunia, termasuk diantaranya hak hidup dan kelangsungan hidup yang
bahkan dikualifikasi sebagai hak yang utama (supreme rights) yang tidak

dapat dikurangi (non derogable right) dalam keadaan dan situasi apapun.

Oleh karena itu, negara peserta konvensi internasional terikat secara
hukum (legally binding) berkewajiban menjalankan upaya akitif
mengurangi angka kematian tersebut (termasuk menurunkan kematian
ibu melahirkan, bayi dan anak), adalah dalam konteks pemenuhan hak-
hak asasi manusia dan bukan sekadar penanganan masalah sosial
belaka. Norma universal lainnya yang tidak lain merupakan hak asasi
manusia adalah pengakuan terhadap prinsip non diskriminasi (non
discrimination) yang dijustifikasi pada seluruh instrumen/konvensi hak
asasi manusia yang utama (prominent human rights

conventions/instrument).

. HAK HIDUP, HAK KELANGSUNGAN HIDUP, HAK TUMBUH DAN
BERKEMBANG DIJAMIN SECARA INTEGRATIF DAN TIDAK
TERPISAHKAN KE DALAM PASAL 28B AYAT (2) UUD 1945 (SUATU
KEPUTUSAN  POLITIK  TERTINGGI DAN HUKUM DASAR
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK PASCA AMANDEMEN
KONSTITUSI DAN REFORMASI KETATANEGARAAN)
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Bahwa, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi menjadi acuan dalam
menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam
kaitan pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak anak.
Setelah amandemen maka dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 secara
eksplisit telah menegaskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi:
“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,

dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi”.

Oleh karena itu, negara Republik Indonesia secara eksplisit mengakuli,

menghormati dan melndungi hak-hak konstitusional anak yakni :

a. hak atas kelangsungan hidup;

b. hak atas tumbuh dan berkembang, dan;

c. hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Bahwa, dengan disahkannya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang secara
khusus menegaskan mengenai hak-hak anak di atas, maka Pasal 28B
ayat (2) UUD 1945 itu menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak
konstitusional anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bahwa oleh karena Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 merupakan hasil
amandemen konstitusi dan reformasi ketatanegaraan maka dengan
demikian jaminan, penghormatan dan perlindungan hak-hak anak
berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 sudah diterima dan menjadi
hak konstitusional yang merupakan arah baru, keputusan politik tertinggi
dan hukum dasar (stat fundamental norm) dalam pemenuhan hak anak
dan karenanya absah dan sangat rasional apabila memberikan fokus dan

perhatian secara konstitusional kepada hak-hak anak.

Di sisi lain, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dalam satu ayat dan pasal
yang terintegrasi dan tidak terpisahkan menjamin hak anak atas
kelangsungan hidup (rights to survival) dan hak tumbuh dan berkembang
(rights to development) dan hak perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi (rights to protection), yang dengan demikian secara yuridis
konstitusional mesti dipahami dalam satu kesatuan yang saling terkait

dan tidak dapat dipisahkan.
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Bahwa, oleh karena "anak” bukan "orang dewasa dalam ukuran mini”
melainkan "anak” merupakan subjek yang masih rawan dalam tahap
perkembangan kapasitas (evolving capacities), yang sangat erat
kaitannya dengan kausalitas antara pemenuhan dan perlindungan atas
hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh dan
berkembang anak serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Sehingga dalam pemahaman yuridis konstitusional terhadap
hak-hak anak tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai natural apabila
memisahkannya satu dengan yang lainnya, yakni memisahkan antara
hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh dan
berkembang anak serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

Dalam keadaan konkrit, misalnya gangguan atau pelanggaran atas
pengabaian atas hak tumbuh dan berkembang anak yang tidak
memperoleh gizi baik, malnutrisi, busung lapar, terserang epidemi
penyakit menular dan berbahaya, termasuk serangan dari epidemi
tembakau dan bahaya merokok yang mematikan (tobacco kills) secara
yuridis konstitusional tidak hanya bisa dipahami dalam konteks hak atas
pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan saja, namun dipahami
sebagai pengabaian atas hak-hak konstitusional anak untuk

kelangsungan hidup dan hak tumbuh dan berkembang anak.

Bahwa, perlu ditegaskan bahwasanya hak hidup (rights to life) tidak dapat
dilepaskan dengan hak kelangsungan hidup (right to survival), dan hak
tumbuh dan berkembang (rights to development). Apalagi terhadap anak
yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, dimana setiap
pencideraan, perusakan, atau pengurangan atas hak kelangsungan hidup

anak akan berakibat serius dan fatal bagi hak hidup anak.

Bahwa, berdasarkan Konvensi PBB tentang Hak Anak [United Nation’s
Convention on the Rights of the Child (CRC)/Konvensi Hak Anak (KHA)],
secara konseptual tidak memisahkan antara hak hidup dengan hak
kelangsungan hidup anak dan hak tumbuh dan berkembang anak yang
dirumuskan dalam satu pasal dan ayat yang bersamaan. Bahkan,

pengakuan atas hak hidup anak tersebut dipertegas dengan pengakuan



16

hak atas kelangsungan hidup (rights to survival) dan hak atas tumbuh

kembang (rights to development).

Lebih dari itu, terhadap integrasi antara hak hidup anak, hak
kelangsungan hidup anak dan hak tumbuh dan kembang anak tersebut,
negara menjamin (shall ensure) dengan segala upaya maksimal yang
mungkin dilakukan negara (the maximum extent possible the survival and
development), sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) dan

ayat (2) CRC yang berbunyi sebagai berikut:
“(1) State Parties recognize that every child has the inherent right to life.

(2) State Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival

and development”.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka hak hidup anak, hak
kelangsungan hidup anak dan hak tumbuh dan kembang anak
merupakan hak konstitusional anak sebagai warga dunia dan disebagai
warganegara Indonesia sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat
(2) UUD 1945.

Bahwa, ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 ini terkait pula secara
integratif dengan Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang
berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Dalam hal ini, hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan
kehidupannya, dalam Kklasifikasi hak-hak konstitusional termasuk
kelompok hak-hak sipil (termasuk hak hidup, kelangsungan hidup dan
mempertahankan hidup), dimana negara tidak dapat mengurangi arti dari

hak-hak hidup, kelangsungan hidup dan mempertahankan hidup tersebut.

[Prof. Dr. Jimly Assiddigie, SH., “Konstitusi dan Konstitusionalisme
Indonesia”, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
RI, Jakarta, 2006, hal. 108].

. HAK HIDUP, HAK KELANGSUNGAN HIDUP DAN HAK TUMBUH DAN
BERKEMBANG ANAK DIAKUI SEBAGAI PRINSIP-PRINSIP UMUM
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KHA DAN PRINSIP DASAR UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK

Bahwa, dalam KHA secara eksplist diakui dan dilegalisasi 4 (empat)

prinsip-prinsip umum (general principles) yang kemudian diharmonisasi

dan diambil alih serta dirumuskan secara utuh ke dalam norma Pasal 2

UU Perlindungan Anak. Prinsip-prinsip umum KHA yang diserap sebagai

prinsip-prinsip dasar dalam UU Perlindungan Anak tersebut, yakni

sebagai berikut:

a.

b.

=

non diskriminasi (non discrimination);

kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child);

. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (right to life,

survival and development);

penghargaan terhadap pendapat anak (respect view of the child);

. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Bahwa, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the
child) diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 KHA, dimana prinsip ini diletakkan
sebagai pertimbangan utama (a primary consideration) dalam semua
tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada
sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif,

ataupun badan legislatif.

Bahwa, secara substantif, Pasal 3 ayat 1 KHA meminta negara dan
pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak
terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya
menjamin bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi
pertimbangkan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi
anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (child

friendly-society).

Bahwa jika ditelaah secara historis prinsip kepentingan terbaik bagi
anak sejalan dengan sejarah perkembangan pemikiran mengenai

penghormatan dan perlindungan hak-hak anak. Prinsip kepentingan
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terbaik bagi anak tersebut pertama kali dikemukakan pada Declaration
of the Rights of the Child pada tahun 1959.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Deklarasi Hak Anak itu, dikemukakan
prinsip the best interest of the child sebagai pertimbangan tertinggi

(paramount consideration) yang berbunyi sebagai berikut:

“The child shall enjoy special protection, and shall be given
opportunities and facilities, by law and by other means, to enable
him to develop physically in a healthy and normal manner and in
conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this
purpose, the best interests of the child shall be the paramount

considerations”.

[Unicef, “Implementation Handbook for the Convention on the Rights
of the Child”, New York, 1998, hal. 39].

Dengan demikian, kepentingan kesejahteraan anak adalah tujuan dan
sekaligus menerima manfaat atau penikmat utama dalam setiap
tindakan, kebijakan, dan atau hukum yang dibuat oleh lembaga

berwenang.
. Prinsip Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan.

Bahwa, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan
perkembangan ini merupakan implementasi dari Pasal 6 KHA, yang
kemudian secara eksplisit dianut sebagai prinsip-prinsip dasar dalam
UU Perlindungan Anak. Selanjutnya, prinsip ini dituangkan dalam
norma hukum Pasal 4 UU Perlindungan Anak. Apabila dibandingkan,
norma hukum Pasal 4 UU Perlindungan Anak mengacu dan
bersumber secara integratif kepada ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan
ayat (2) UUD 1945.

Sementara itu, ketentuan perundang-undangan lainnya bersesuaian
dan harmoni secara konsisten dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) yang mengatur hak
hidup yang merupakan asas-asas dasar dalam Pasal 4 dan 9
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengakuan, penghormatan
dan perlindungan terhadap hak hidup tersebut secara konsisten
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senantiasa diterakan dan diatur ke dalam instrumen/konvensi
internasional yang merupakan hak azasi yang universal dan karena itu

dikenali sebagai hak azasi yang utama (supreme right).

Dengan demikian, pengakuan, penghormatan dan perlindungan atas
Hak hidup ini bukan saja dijamin dalam KHA, namun juga berbagai
instrument/konvensi internasional oleh karena beberapa
instrumen/konvensi internasional juga sudah menjamin hak hidup
sebagai hak dasar seperti halnya Universal Declaration of Human
Rights (pasal 2), International Covenant on Civil and Political Rights —
ICCPR (pasal 6), dan bahkan, dalam General Comment The Human
Rights Committee (tahun 1982), menyebutkan hak hidup sebagai hak
yang tidak dapat diabaikan termasuk dalam waktu darurat (rights to
life ... is the supreme right from which no derogation is permitted even

in time of emergency).

[Unicef, “Implementation Handbook for the Convention on the Rights
of the Child”, New York, 1998, hal. 89].

Mengenai aspek lingkup dan aspek apa saja yang dimaksudkan
dalam Hak Kelangsungan Hidup berdasarkan KHA secara eksplist
dan dideskripsikan secara lengkap pada Pasal 6 dan Pasal 24 KHA.
Dalam Pasal 6 KHA tercantum ketentuan yang mewajibkan kepada
setiap negara peserta untuk menjamin kelangsungan hak hidup (rights
to life), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (the survival and
development of the child). Pasal 24 KHA mengatur mengenai
kewajiban negara-negara peserta untuk menjamin hak atas taraf
kesehatan tertinggi yang bisa di jangkau dan untuk memperoleh
pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan
kesehatan primer.

Dalam Pasal 24 KHA dikemukakan beberapa langkah kongkrit yang
harus dilakukan negara-negara peserta mengimplementasi hak hidup
anak, yaitu melaksanakan menurunkan angka kematian bayi dan anak
(Pasal 24 ayat (2) huruf a); Menyediakan pelayanan kesehatan yang
diperlukan khususnya pelayanan kesehatan primer (Pasal 24 ayat (2)

huruf b); Memberantas penyakit dan kekurangan gizi termasuk dalam
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rangka pelayanan kesehatan primer (Pasal 24 ayat (2) huruf c);
Penyediaan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan
bagi ibu-ibu (Pasal 24 ayat (2) huruf d); Memperoleh informasi serta
akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan
dasar tentang kesehatan dan gizi (Pasal 24 ayat (2) huruf e);
Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi
orang tua serta penyuluhan keluarga berencana (Pasal 24 ayat (2)
huruf f); Mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional
yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan (Pasal 24

ayat (3)), dan pengembangan kerja sama internasional (Pasal 24 ayat
(4)).-

Dengan demikian, pemahaman mengenai hak hidup, kelangsungan
hidup dan tumbuh kembang bukan saja hanya dalam lingkup atau
dalam bentuk menghindari hak anak dari kematian atau mencabut
jiwa anak, akan tetapi mencakup lingkup atau bentuk hak-hak yang
berkenaan dengan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak,

seperti halnya hak atas kesehatan tersebut di atas.

Oleh karena itu, pengurangan derajat kesehatan dan ketiadaan
pelayanan kesehatan berada dalam konteks atau domain pelanggaran

hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
. Hak untuk Tumbuh Kembang (Development Rights)

Bahwa, mengenai hak untuk tumbuh kembang (development rights)
dalam KHA pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses
pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (education rights), dan
hak yang berkaitan taraf hidup secara memadai untuk pengembangan
fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the rights to standart of

living).

Berdasarkan bentuk-bentuknya, dapatlah dikualifikasi beberapa hak
atas untuk tumbuh kembang (the right to development), yaitu hak
untuk memperoleh informasi (the rights to information); hak untuk
memperoleh pendidikan (the rights to education);hak untuk bermain
dan rekreasi (the rights to play and recreation); hak untuk

berpartisipasi dalam kegiatan budaya (the rights to participation in
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cultural activities); hak untuk kebebasan berfikir, consience dan
beragama (the rights to thought and religion); hak untuk
mengembangkan kepribadian (the rights to personality development);
hak untuk memperoleh identitas (the rights to identity); hak untuk
memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (the rights to health
and phisical development); hak untuk didengar (pendapat) (the rights
to be heard); hak untuk/atas keluarga (the rights to family);

Dengan demikian, pemahaman, lingkup dan bentuk pemenuhan hak
tumbuh dan kembang anak mencakup lingkup dan domain yang luas
bukan saja perkembangan fisik, akan tetapi juga non fisik seperti
pendidikan, bermain dan berekreasi, pengembangan kepribadian,
memperoleh informasi yang sehat, menyampaikan berpendapat

secara bebas, hak atas keluarga dan lain sebagainya.
4. Hak Untuk Berpartisipasi (Participation Rights)

Bahwa, hak anak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai
identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanaknya, dan
pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Mengenai
hak untuk berpartisipasi (participation rights) dalam KHA diantaranya

diatur dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15.

Dalam Pasal 12 KHA diatur bahwa negara peserta menjamin hak
anak untuk menyatakan pendapat, dan untuk memperoleh
pertimbangan atas pendapatnya itu, dalam segala hal prosedur yang

menyangkut anak.

Berdasarkan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 KHA di atas, maka
dapat disebutkan beberapa hak anak atas partisipasi yang terdiri atas:
hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas
pendapatnya; hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi
serta untuk berekspresi; hak anak untuk berserikat, dan menjalin
hubungan untuk bergabung; hak anak untuk memperoleh akses
informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat;

hak anak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak Anak.

D. ANAK MEROKOK, DITEPI JURANG RESIKO KONSUMSI NARKOBA:
MENCEGAH DIMULAI DENGAN PELARANGAN IKLAN
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Bahwa berdasarkan data SUSENAS BPS, prevalensi anak merokok
meningkat secara signifikan oleh karena prevalensi anak-anak usia
15-19 tahun yang merokok dari tahun 2001 (sebelum adanya UU
Penyiaran) dibandingkan dengan tahun 2004 (setelah adanya UU
Penyiaran ), yakni, perokok umur 15-19 tahun pada tahun 2001
sebesar 12,7%, meningkat pada Tahun 2004 menjadi 17,3%;
Kecenderungan perokok mulai merokok pada usia yang semakin
muda, yakni kelompok umur 15-19 tahun pada tahun 2001 mulai
merokok (rata-rata) pada umur 15,4 tahun. Tetapi pada tahun 2004
usia mulai merokok semakin muda (rendah) yakni pada umur 15,0
tahun. Selanjutnya adanya peningkatan anak-anak merokok pada
usia dini terbukti dari fakta dan data dari pertanyaan “pada umur
berapa anda merokok?”, yang diperoleh fakta bahwa yang
menjawab mulai merokok pada umur 5-9 tahun, pada tahun 2001
sebesar 0,4%, sedangkan pada tahun 2004 meningkat menjadi
1,7%. Sehingga ada peningkatan anak-anak merokok mulai usia 5-
9 tahun sebanyak lebih dari 400%;

Bahwa agresifitas industri rokok yang menjadikan anak dan remaja
sebagai target dalam penjualan rokok, sebagaimana terbukti dengan
strategi bisnis industri rokok yang menjadikan anak dan remaja
pasar mereka dengan pernyataan bahwa: "remaja hari ini adalah
calon pelanggan tetap hari esok ..., pola perokok remaja penting
bagi Philip Morris”. (Laporan Penelitian Myron E. Johnson ke Wakil
Presiden Riset dan Pengembangan Philip Morris, 1981, sumber Fact
Sheet Depkes dan WHO];

[WHO Indonesia & Departemen Kesehatan Republik Indonesia,
"Laranan menyeluruh iklan, promosi & pemberian sponsor”, Fact
Sheet, No. 04/2/2004];

Bahwa disisi lain, Road Map Industri Rokok 2007-2020 yang
mematok upaya peningkatan target produksi rokok pada tahun 2015
s.d 2020 tetap sebanyak 260 miliar batang;

Bahwa disisi lain anak dan remaja berada pada posisi yang lemah

dan tidak berdaya oleh karena adanya agresifitas industri rokok,
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masih diperbolehkannya iklan rokok yang membangun citra
menipulatif dan bermetamorfosa menjadi normal, serta Road Map
Industri Rokok 2007-2020, ditambah lagi secara faktual berbagai
studi menyimpulkan merokok menjadi kecenderungan anak dan
remaja yang tengah mengidentifikasi jati diri mereka. Berdasarkan
hasil penelitian, didapati jika 50% perokok anak dan remaja merasa

percaya diri, dan 37,04% merasa keren;

[Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, "Dampak
Keterpajanan Iklan Rokok dan Kegiatan Yang Disponsori
Perusahaan Rokok Terhadap Aspek Kognitif, Afektif, dan Perilaku
Pada Remaja”,Jakarta, 2007, hal. 24].

Bahwa, selain data diatas, anak dan remaja juga merasa orang yang
merokok identik dengan pesan atau pencitraan yang terkandung
dalam sebuah iklan yakni "gagah”, "pemberani”, "percaya diri”, "setia
kawan”, "gaul’, dan "keren” sebagai suatu upaya mensublimasikan
ke alam bawah sadar anak dan membangun komunikasi isi iklan

yang bersifat dialogis sehingga mempengaruhi anak dan remaja;

Bahwa, fakta ini semakin diperkuat dengan adanya hasil riset Global
Youth Tobacco Survey 2006, yang mencatat bahwa sekitar 24,5%
anak laki-laki dan 2,3% anak perempuan usia 13-15 tahun di
Indonesia adalah perokok dengan 3,2% dari jumlah tersebut sudah

masuk dalam tahap kecanduan;

[Pena Indonesia, "Kemunafikan & Mitos di Balik Kedigdayaan
Industri Rokok”, Penelusuran Dokumen Industri Rokok, Jakarta,
2008, hal.25].

Ketika anak dan remaja mulai merokok, maka hal itu sama saja
dengan telah dimulainya dan/atau terbukanya pintu gerbang menuju
penggunaan zat-zat adiktif lain dengan tingkat adiksi yang lebih
tinggi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh DR. Dr. Rita
Damayanti, MSPH., ahli kesehatan masyarakat Universitas
Indonesia yang memberikan pembuktian terhadap fakta bahwa
kecanduan rokok menggiring anak muda pada kecanduan narkoba
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dengan pecandu narkoba yang menggunakan jarum suntik

merupakan penyumbang utama pergerakan penularan HIV/AIDS.

[Pena Indonesia,”’Kemunafikan & Mitos di Balik Kedigdayaan Industri
Rokok”, Penelusuran Dokumen Industri Rokok, Jakarta, 2008,
hal.26].

Bahwa berdasarkan General Surgeon US tahun 1989 yang secara
jelas menyatakan secara jelas efek dari penggunaan nikotin pada

usia muda :

"People who begin to smoke at an early age are more likely to
develop severe levels of nicotine addiction than those who start at
a large age. Tobacco use is associated with alcohol and illicit drug
use and is generally the first drugs used by young people who
enter a sequence of drug use can include tobacco, alcohol,

marijuana, and harder drugs”.

[Report of Surgeon General US,”Preventing Tobacco Use Among
Young People”, http://wonder.cdc.gov/wonder/prevguid/m0030927/
mO0030927.asp].

Bahwa berdasarkan Survey Nasional Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga di
Indonesia, oleh Prof. DR. Dr. Budi Utomo (Puslitkes Universitas
Indonesia), diperoleh fakta yang menyimpulkan keterkaitan dan

antara anak merokok, minum alkohol dan penyalahgunaan narkoba.

(a) Merokok dan minum alkohol merupakan perilaku dominasi laki-

laki baik di kota maupun di pedesaan;

(b) Merokok dan juga minum alkohol terkait dengan penyalahgunaan

narkoba;

(c) Kelompok masyarakat rawan narkoba ditandai dengan
karakteristik remaja dan dewasa muda, pendidikan tinggi,
ekonomi mampu, laki-laki, bergaya hidup moderen, dan hidup di

kota di lingkungan dengan aturan yang lebih longgar;
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[vide Prof. DR.Dr. Budi Utomo (Puslitkes Universitas Indonesia),
“Survey Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
pada Kelompok Rumah Tangga di Indonesia’, Prof. DR. Dr. Budi
Utomo sumber ini  dikutip  dan didownload  dari

http://situs.kespro.info/pmshivaids/jul/2009/pms01.htm];

Bahwa dengan demikian pencegahan anak dan remaja dari prilaku
dan kebiasaan merokok adalah benteng yang efektif untuk

mencegah anak dan remaja terjebak ke penyalahgunaan narkoba;

MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN: UPAYA
MENGAWAL HAK KONSTITUSIONAL ANAK DENGAN PELARANGAN
IKLAN SIARAN NIAGA PROMOSI ROKOK (SELAKU ZAT ADIKTIF)
PADA LEMBAGA PENYIARAN DENGAN MENGGUNAKAN PASAL 46
AYAT (3) HURUF B UNDANG-UNDANG PENYIARAN

(1)

(2)

3)
(4)

Bahwa dalam ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran
sudah dengan tegas melarang sama sekali “promosi minuman keras

atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif”;

Bahwa dengan demikian secara kua normatif, rokok dikualifikasi
sebagai zat adiktif sehingga secara yuridis siaran iklan niaga
promosi rokok termasuk kualifikasi benda yang dilarang

dipromosikan pada
lembaga penyiaran;

Bahwa secara normatif sudah ditegaskan rokok adalah zat adiktif

sebagaimana dalam ketentuan berikut ini:

a. Dalam konsideran “Menimbang” huruf a PP Nomor 19/2003,
secara eksplisit mendalilkan rokok adalah zat adikiif,
sebagaimana bunyi konsideran “Menimbang” huruf a PP Nomor
19/2003: *“bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang
bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu
dan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya

pengamanan”;
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b. Sejalan dengan itu, dalam Penjelasan Umum PP Nomor
19/2003, ditegaskan bahwa rokok merupakan salah satu zat
adiktif, yang antara lain berbunyi: "Rokok merupakan salah satu
zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya
kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam
rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara
lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat
karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit
antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah,

enfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan”.

c. Dalam PP Nomor 19/2003 (Pasal 1 butir 1 dan butir 2) terdapat
batasan yang ditafsirkan secara sistematis bahwa rokok adalah
zat adiktif. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 PP Nomor 19/2003:
“Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk
cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman
Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau
sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa
bahan tambahan”; Selanjutnya, Pasal 1 butir 2 PP Nomor
19/2003 :“Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang
terdapat dalam Nikotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan
spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat

mengakibatkan ketergantungan”.

Bahwa selain landasan yuridis normatif tersebut, secara ilmiah
sudah terbukti kebenarannya bahwa zat nikotin yang terkandung

dalam rokok membuat sifat adiktif dari rokok tersebut;

[Stanton A. Glantz, Cs., “The Cigarette Papers”, sub judul “Addiction
and Ciggaretts as Nicotine Delivery Devices”, University of California
Press, 1996, hal. 58];

Bahwa dengan demikian secara yuridis maupun kebenaran

akademis terbukti rokok adalah zat adiktif;

Bahwa akan tetapi anehnya Pasal 46 ayat 3) huruf ¢ UU Penyiaran
justru masih memuat norma yang memperbolehkan siaran niaga

iklan promosi rokok asalkan tidak memperagakan wujud rokok;
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Bahwa apabila kualifikasi rokok sebagai zat adiktif secara konsisten
dipersamakan seperti halnya minuman keras, maka tidak ada alasan
hukum yang jelas rasio legis-nya untuk menormakan pembenaran
iklan rokok dalam bentuk apapun, seperti halnya larangan promosi
minuman keras dan sejenisnya yang justru diatur dalam UU

Penyiaran [Pasal 46 ayat (3) huruf b];

Bahwa dengan demikian, penormaan Pasal 46 ayat 3) huruf ¢ UU
Penyiaran yang membuat norma yang memperbolehkan siaran
niaga iklan promosi rokok asalkan tidak memperagakan wujud
rokok, adalah tidak berdasar karena tidak jelas ratio legisnya, dan
bahkan lebih dari itu sudah melanggar kepastian hukum yang
berkeadilan, karena jelas bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3)

huruf ¢ UU Penyiaran;

Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang
menegaskan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum”. Sehingga para hakim didorong untuk
menggali rasa keadilan substantif (substantive justice) di masyarakat
daripada terbelenggu ketentuan undang-undang (procedural justice),
sebagaimana dikemukakan Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum
Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

Yogjakarta;

[vide, Moh. Mahfud MD, “Penegakan Keadilan di Pengadilan”, Opini
di harian Kompas, 22 Desember 2008, hal. 6].

Dengan demikian maka menjadi acuan guna mengawal amanat
konstitusi untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan
yang sudah terlanggar dengan adanya norma hukum Pasal 46 ayat
(3) huruf ¢ UU Penyiaran yakni frasa “yang memperagakan wujud
rokok”;

(11.) Bahwa sebagai negara yang berdasarkan hukum dimana keadilan

dan moralitas menjadi esensi paling mendasar, maka dalam
pembentukan norma hukum tidak dapat mengabaikan konsistensi

hukum dan keadilan, dan tidak adanya pertentangan normatif dalam
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undang-undang yang tidak lain adalah bentuk diskriminasi hukum.
Dalam hal ini kami menurunkan prinsip-prinsip pembentukan hukum
yang adil menurut Lon Fuller dalam bukunya The Morality of Law
(moralitas Hukum), di antaranya yaitu tidak boleh bertentangan satu

sama lain (laws should not be contradictory);

[Brian Bix, “Jurisprudence: Theory and Context”, chapter
“Understanding Lon Fuller”, Second Edition, London, Sweet &
Maxwell, 1999, hal. 76; lihat juga dalam AAG. Peters dan Koesriani
Siswosubroto, (ed). 1990. “Hukum dan Perkembangan Sosial”. Buku
Teks Sosiologi Hukum. Buku lll. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
hal. 61-62).

(12.)Bahwa selain itu secara substantif maupun dengan penafsiran
sistematis, justru Pasal 46 ayat (3) huruf ¢ UU Penyiaran
bertentangan dengan asas UU Penyiaran itu sendiri karena
mengandung norma yang membolehkan siaran iklan niaga promosi
rokok yang tidak lain adalah zat adiktif. Padahal Pasal 46 ayat (3)
huruf b UU Penyiaran sudah dengan tegas melarang sama sekali
“promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat
adiktif”;

(13.) Bahwa dengan demikian keberadaan norma Pasal 46 ayat (3) huruf
¢ UU Penyiaran menciptakan ketidakpastian hukum, oleh karena itu
bertentangan dengan asas UU Penyiaran itu sendiri yang
berasaskan diantaranya kepastian hukum [Pasal 2 huruf ¢ UU
Penyiaran] dan sekaligus menegasikan rasa keadilan karena
menjadi kausal peningkatan perokok pemula dan berbagai
implikasinya bagi kesehatan, penyebab kematian (tobacco Kkills),
mengancam kesejahteraan dan meningkatkan kemiskinan yang

akan dijelaskan pada bagian berikutnya;

. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN LEGAL STANDING
PARA PEMOHON

A. T